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Pelaporan Pengelolaan JDIHReport)

Pelaporan JDIH merupakan kegiatan yang wajib
dilakukan oleh selurunh Anggota JDIHN untuk
menyampaikan perkembangan pengelolaan

JDIH yang sudah dilakukan selama satu tahun,
dan menjadi sumber utama bagi Pusat JDIHN
dalam  melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan JDIH di seluruh Anggota
JDIHN. Pelaporan JDIH ini wajib disampaikan

melalui aplikasi e- Report

Menurut pasal 10 ayat 2 huruf f Peraturan
Presiden nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN,
setiap anggota JDIHN  diwajibkan untuk
menyampaikan  laporan setiap tahun di bulan
Desember kepada pusat JDIHN

https://e - report.jdihn.go.id/




Penyusunar.aporankEvaluasiPengelolaanlDIH

PENGAYOMAN
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I'1. "Aspek Organisasi

Menyampaikan informasi yang terdiri dari :

a. Nomenklatur JDIH (nama unit/Biro/ Bidang /Bagian/ SubBid/Sub Bag/yang melaksanakan JDIH);
b. struktur organisasi JDIH;

Ic. Kontak dan informasi JDIH,;

d. Dasar hukum JDIH instansi ;

Ie. SKTim Teknis JDIH.

|2 Aspek Sumber Daya Manusia

Menyampaikan Informasi data seluruh personil yang menangani dan mengelola JDIH dilengkapi dengan riwayat
pelatlhan JDIH

3. Aspek Koleksi Dokumen Hukum

Menyampaikan Informasi koleksi dokumen hukum yang dikelola pada website JDIH sbb:
Koleksi Tipe Peraturan Perundang - undangan

Ib Koleksi Tipe Monografi Hukum
Koleksi Tipe Artikel Hukum

Id Koleksi Tipe Putusan Pengadilan
Koleksi Dokumen hukum langka /lainnya ;

If. Koleksi Peraturan terjemahan

4. Aspek Teknis Pengelolaan

Menyampaikan informasi mengenai teknis pengelolaan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum
pada website JDIH yang  terdiri dari :

a. SOP JDIH
b. Metadata Dokumen hukum pada website JDIH
|c. Abstrak PUU

|
|
|
|
|
|
|
|
L

L

https://e - report.jdihn.go.id/



Penyusunar.aporankEvaluasiPengelolaanlDIH

|5. Aspek Sarana Prasarana ]

Menyampaikan informasi yang terdiri dari ketersediaan I

Ia. ruang layanan informasi hukum ;

b. sarana - prasarana pendukung (meja, Kursi,rak,komputer , media penyimpanan digital, internet, I

printer, scanner, fotokopi ,telepon ,faksimili ,dll.);

c. jJumlah data sarana - prasarana fasilitas yang dimiliki untuk menunjang pengelolaan dokumen dan I

I informasi  hukum .

6. Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi I

menyampaikan informasi yang terdiri dari : I

| a. website JDIH;

b.Integrasi website JDIH dengan |dihn.go.id  (API dan log sync update); I

Ic. Fitur TIK (Logo JDIHN, advanced search, survei kepuasan , hyperlink JIDIHN dan instansi , SSLpentest , &
mobile app; I

d.Kios Informasi Elektronik;

Ie.Pengembangan website JDIH I

/. Aspek Pengembangan JDIH dan Inovasi |

Ia. Sosialisasi Produk Hukum & Kebijakan melalui media sosial JDIH atau kanal resmi lainnya ;

b. Pemanfaatan layanan JDIH melalui fitur statistik pengunjung dan statitsik dokumen hukum ; I

c. Penguatan organisasi dan kerja sama melalui kegiatan bimtek JDIH dan studi tiru

d. Inovasi melalui Ide baru yang relevan ,bermanfaat , dan dapat diimplementasikan  untuk I
meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH I

_ | ] | I | | | I | | | I ] ] I ] ] | I |
T https://e - report.jdihn.go.id/


http://jdihn.go.id

Pada browser akses ke alamat website
https://e - report.jdihn.go.id/

Isikan Username dan Password

Username sesual dengan nama instansi
JDIH

..« ..  'eR3p0rt2024 B 6

Contoh :

Nama Wilayah/Instansi
Username : Kantor Wilayah Bali
Username : Provinsi Bali

Username : Kota Denpasar
Username : Universitas Warmadewa




Edit data instansi pada -&report JDIHN

Instansi Keamanan
(\/, masuk menu Settings
Nama Instansi
(v) RRSERS

Badan Pembinaan Hukum Nasional

MENU UTAMA
- Tingkat edit data profil instansi
a0 Dashboard 1.alamat

' emenkumham -
5@3 SEttiI"IQS Unit Eselon | K e 2t|p’ emall

3.Url web Instansi
) DKl JAKARTA N
Sign Out Alamat 4. Url web JDIH
Telp
0218091908

URL Website Instansi

bphn.go.id
N\

B Update Data

@ https://e - report.jdihn.go.id/



Mengganti Password padaBeport JDIHN

Instansi Keamanan ‘ \/' maSLIk menu Setting .
(V) WUECEERED
Current Password

MENU UTAMA, Masukkan password anda saat ini.
7B masukkan Password lama
EE Dashboard New Password
5@3 L 9 ; « Password minimal 8 karakter dan mengandung huruf besar, huruf kecil dan angka.
48 Masukkan Password
Sign Out onfirm Passwor
g Confirm P d baru

7~ N\
(V) WG
e Password

@ https://e - report.jdihn.go.id/




PENGAYOMAN

Pengisian data e€Report

‘ Buat Draft Pelaporan )

untuk memulal
pengisian data

Data Pelaporan

eReport pilih
Show 10 entries Search:
Tahun
NO, Pelaporan Status Terakhir Hasil Penilaian

No data available in table

https://e - report.jdihn.go.id/



PENGAYOMAN

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis
Aspek Pemanfaatan TIK
Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran

1.organisasi

2.Sumber Daya Manusia
3.Koleksi Dokumen Hukum

4. Teknis Pengelolaan
5.Sarana Prasarana

6. Pemanfaatan TIK
/.Pengembangan JDIH
8.Permasalahan dan
9.Saran

Kendala

Field Isian data eReport

Pengelolaan Aspek Sarana Prasarana

i

J

Pengisian e - Report JDIHN berdasarkan
Permenkumham 8 Tahun 2019 tentang
Standar Pengelolaan Dokumen dan
Informasi Hukum meliputi :
1.0Organisasi
2.Sumber Daya Manusia
3.Koleksi Dokumen Hukum
4.Teknis Pengelolaan
5.Sarana Prasarana

6.
7.

8.
https://e - report.jdihn.go.id/ /

Pemanfaatan Tl
Kegiatan Penge

Permasalahan o

K
olaan JDIH

an Kendala




PENGAYOMAN

( Aspek Organisasi ) \

Aspek Sarana Prasarana

Penaisian eReport- Oraanisasi

umber Daya Manusia

Aspek Pemanfaatan TIK

Aspek Koleksi Dokumen Hukum

Aspek Teknis Pengelolaan

L -
6 1 6
Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran ) “ ”
Kemudian lakukan
pengisian
Notes
Anda dapat menggunakan halaman Pengaturan Instansi untuk mengedit data yang dikunci pada Aspek Organisasi. Klik disini

' 111 — T ~ | ~ e -~ DAars ~¥tLirrvymrm It o1
untuk menuju ke halaman Pengaturan Instansi.

Nama Institusi Badan Pembinaan Hukum Nasional

Nomenklatur JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tingkat Anggota Unit Eselon | Kemenkumham




PENGAYOMAN

Pengisian eReport- Organisasi

Isian laporan berkaitan dengan : Upload Dokumen :

A Nomenklatur JDIH A Upload Dokumen Dasar Hukum
D

A Kode Pos erou, Perbup, o)

A Jumlah anggota JDIH di A Upload Dokumen SK Tim Pengelola JDIH

wilayahnya (Kepmen, KepGub, KepBup, Kepwal)

A Jumlah UPT/OPD A Upload bagan Struktur Organisasi JDIH

R Tahun Berdiri berdasarkan dasar hukum dan /atau SK
Tim

ATahun Integrast A Jenis dokumen untuk unggah bukti : PDF

A Dasar Hukum JDIH A batasan ukuran dokumen unggah

A Struktur Organisasi JDIH maksimal 2 MB @J])IHN

A SK Tim Teknis JDIH terbaru 7




PENGAYOMAN

Menimbang

Contoh Bukti Dukung

pa Al al N
i) i,

BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan
terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan
ketatapemerintahan yang baik untuk memenuhi tuntutan
masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang
dibutuhkan;

bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut
pada huruf a serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi.

Dasar Hukum

Menimbang :

Mengingat

@ https://e - report.jdihn.go.id/

B

BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :188/783/KEP/429.011/2022

TENTANG
TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUWANGI,

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
yvang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyuwangi serta sebagai tindak lanjut ketentuan
pasal 6 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2016
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten
Banyuwangi, perlu membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023
dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

: 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

SK Tim




Contoh Buktl Dakung

&

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN SOSIAL

PUSAT JDIH

BIRO HUKUM

ANGGOTA JDIH ANGGOTA JDIH Anggota JDIH Anggota JDIH

SEKRETARIAT INSPEKTORAT SEKRETARIAT DIREKTORAT SEKRETARIAT DIREKTORAT SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL JENDERAL PERLINDUNGAN JENDERAL REHABILITASI JENDERAL PEMBERDAYAAN
DAN JAMINAN SOSIAL SOSIAL SOSIAL

@ https://e - report.jdihn.go.id/



Pengisian eReport- Sumber Daya Manusia

Aspek Organ Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan
Aspek Sarana Prasarana Aspek Pemanfaatan TIK
Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran
A - = 6 > , - y L _ ‘ - ‘ o L’ B I
[ Y& L | I c ‘ =1 L = 6 ~ ] ‘ | I | I ) l 5
S — B < N T ’ + L < ’ < + J N + 4 e ._l +
A untuk penambahan Data SDM lebih dari satu, O
o " I " 6 ~ ) ‘ T T l- % ‘ ) ‘ - - B o ) 1 +
lakukan pengisian untuk menambahkan Anggaran JDIH
1 6 ' ‘ B | L

C 4 C 7 - C A Y T ] + 4

pengisian

+ Tambah Data SDM '

https://e - report.jdihn.go.id/



Pengisian eReport- Sumber Daya Manusia

PENGAYOMAN

Riwayat Pelatihan

‘ + Tambah Data SDM '

Nama :  Faizal Yusuf
Jabatan : Analis Hukum
Riwayat Pelatihan A ‘ ‘ ‘ . B
...... [ T N n 4 ] 4 + J N + - .
< - V4 i | | | 1
No Nama Pelatihan Tanggal w B . ( rtaan
= 1 ) 1 1 1 1 ) )
= g 6 o J B J
Tidak ada data pelatihan. _ )
1 = 6 ~ 1 ) 1 =

lakukan pengisian

A Untuk penambahan data Riwayat
Pelatihan pengelola JDIH lebih dari satu,
A R
lakukan pengisian

@ https://le - report.jdihn.go.id/



Pengisian eReport- Koleksi Dokumen Hukum

PENGAYOMAN

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Layout: Tab Atas

Aspek Sarana Prasarana Aspek Pemanfaatan TIK | Layout: Tab Samping
Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran Plllh KOlekSi
6 = — C b} T N +

kemudian lakukan

dengan jenis

Keterangan Jumliah

dokumen
. Jenis Peraturan Perundang- Jumlah PUU Jumlah PUU Jumiah PUU Bukti
undangan Fisik/Hardcopy Otomasi di Website JDIH Yang Sudah Terintegrasi di Website Dokumen

\yang dikelola secara lyang sudah diupload d JDIHN

Tidak ada data

https://e - report.jdihn.go.id/



Pengisiare-Report- KoleksDokumerHukum

PENGAYOMAN

Isian Koleksi Dokumen Hukum Upload Dokumen :
berkaitan dengan A Screenshot tipe Peraturan,

monografi, artikel, putusan,

A Peraturan Perundang - _ |
dokumen hukum lainnya dan list

undangan., Peraturan terjemahan di website
A Monografi; IDIH
A Artikel, A Jenis Dokumen PDF
A Putusan: A batasan ukuran dokumen unggah

A Koleksi Dokumen Hukum
Langka/Lainnya; dan
A Peraturan Perundang -

| ‘aksimal 2 MB

by

@




Contoh bukti dokumen

« > C 25 bphnjdihn.go.id/dokumen/peraturan Q ¥ + g & 0 :

Gg\lJDMH
F

PENGAYOMAN

Peraturan

cari dokumen hukum lainnya.. Cari

Pencarian
U 2024

Undang-Undang Momor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat

Dokumen

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Uy 2024
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat

Pilih Jenis Dokumen
Dokumen

Uy 2024

PHIKMPARE_TIRDAR MOMMOD 9 TANIKM 2074 TEMTARKST DEDIIRALAM FEMIA ATAS THIKDARC T IMPA KT MOMMAD 19 TAMIIM 2000

https://bphn.jdihn.go.id/dokumen/peraturan




PENGAYOMAN

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Aspek Sarana Prasarana

Aspek Pemanfaatan TIK

Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran

SOP pengelolaan JDIH

Kesesuaian metadata PUU dan pengisian metadata yang dikelola, sudah sesuai dengan Standar
Metadata JDIHN (sesuai Permenkumham Standar Pengelolaan Dokumen Hukum)

Kesesuaian metadata Monografi dan pengisian metadata yang dikelola, sudah sesuai dengan Standar
Metadata JDIHN (sesuai Permenkumham Standar Pengelolaan Dokumen Hukum)

Kesesuaian metadata Artikel dan pengisian metadata yang dikelola, sudah sesuai dengan Standar
Metadata JDIHN (sesuai Permenkumham Standar Pengelolaan Dokumen Hukum)

Kesesuaian metadata Putusan dan pengisian metadata yang dikelolq, sudah sesuai dengan Standar
Metadata JDIHN (sesuai Permenkumham Standar Pengelolaan Dokumen Hukum)

Bukti Dokumen:

Pilih File  Tidak ada file yang dipilih

Bukti Dokumen:

Pilin File  Tidak ada file yang dipilih

Bukti Dokumen:

Pilin File  Tidak ada file yang dipilih

Bukti Dokumen:

Pilih File  Tidak ada file yang dipilih

Bukti Dokumen:

Pilih File  Tidak ada file yang dipilih

https://e - report.jdihn.go.id/

Pengisian eReport- Teknis Pengelolaan

kemudian
lakukan
pengisian
berdasarkan
dengan
pengelolaan
JDIH Setelah
itu, klik tombol
6~ '
untuk
menyimpan.




T Pengisian eReport- Teknis Pengelolaan

Upload Dokumen :
A upload SOP pengelolaan JDIH
A Screenshot detail dari metadata

Isian Teknis Pengelolaan
Dokumen Hukum berkaitan
dengan :

website JDIH
A SOP Pengelolaan JDIH; A list peraturan yang sudah diabstrak
A Kesesuaian Pengisian A Jenis Dokumen PDF
Metadata untuk Peraturan A batasan ukuran dokumen unggah
Perundang - undagan, maksimal 2 MB
Monografi, Artikel dan

Putusan _ J]]mw
A AbStrak DOkU men H u ku m https://e - report.jdihn.go.id/ / ,




PENGAYOMAN

Contoh bukti dokumen

7 =

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

NOMOR SOP : 85/1.4/D1.03/12/2022
TGL. PEMBUATAN 9 Desember 2022
TGL. REVISI : 12 Desember 2022
TGL. EFEKTIF : 13 Desember 2022

DISAHKAN OLEH

Plt. Kepala Biro Hukum

, OOV

Evy Flamboyan Minanda
NIP. 198102182006042002

NAMA SOP

Mekanisme Pengunggahan Peraturan Menteri Sosial

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.
2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentan ./5"rigan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang kementerian Sosial:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Di Lingkungan
Kementerian Sosial;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar

SOP

1 Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produk hukum
2 Memahami pengelolaan website jdih.kemensos.go.id

3 Memiliki pengetahuan dan kemampuan pengelolaan arsip digital




Contoh bukti dokumen

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada
Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

PENGAYOMAN

JENIS DOKUMEN

UNDANG-UNDAMNG
4 2024
SINGKATAM JEMIS
Jakarta 02 Juli 2024 uu
STATUS
2024-07-02 LN 2024 (98): 24 him. TLN 6923: 12 him.
Berlaku
Bidang Kesehatan Hukum Administrasi Negara .
Lampiran
Indonesia
JOKO WIDODO
Peraturan Terkait

UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) TAHUN 1945 DAN AMANDEMEN
Keterangan Status

Dokumen Terkait
Data belum Tersedia

Hasil Uji Materi
Data belum Tersedia

T.E.U BADAN
Nama Pengarang Tipe Pengarang Jenis Pengarang
Indonesia Badan Organisasi Fengarang tama
SUBJEK :

Standar Metadata dan Pengisian Metadata




ontoh bukti dokumen

Data Jumlah Produk Hukum & per
JDIH Kota Denpasar o

PENGAYOMAN

Jenis Produk Hukum P‘i::lul:hnm "“:‘i".‘rhah!::";: dg;:“m
Peraturan Daerah 162 Dokumen 6 Dokumen
Peraturan Walikota 722 Dokumen 44 Dokumen
Keputusan Walikota 2189 Dokumen 60 Dokumen
Instruksi Walikota 13 Dokumen 3 Dokumen
AbStrak Surat Edaran Walikota 30 Dokumen 6 Dokumen

Data Dukung List Produk Hukum yang sudah di Abstrak Tahun 2024

Jml Him
batang Link Abstrak Peraturan pada website
tubuh JDIH

Peraturan

No | Judul Peraturan

PERATURAN DAERAH
1 Perda No. 1 Tahun | 13 Him https:/ /idih.denpasarkota_go.id /produk-
2024 hukum /peraturan-perundang-

undangan /peraturan-daerah-kota-
denpasar/peraturan-daerah-kota-
denpasar-nomor-1-tahun-2024 -tentang-
bentuk-besaran-dan-tata-cara-
pengurangan-keringanan-danatau-
pembebasan-pajak-daerah-di-kawasan-
ekonomi-khusus-kura-kura-bakl

2 Perda No. 2 Tahun | 9 Hlm https:/ /idih.denpasarkota go.id /produk-
2024 hukum /peraturan-perundang-
undangan /peraturan-daerah-kota-
denpasar /peraturan-daerah-kota-
denpasar-nomor-2-tahun-2024 -tentang-
pertanggungjawaban-pelaksanaan-
anggaran-pendapatan-dan-belanja-
daerah-tahun-anggaran-2023

3 Perda No. 3 Tahun | 15 hlm https:/ /idih.denpasarkota_go.id /produk-
2024 hukum /peraturan-perundang-

undangan /peraturan-daerah-kota-
denpasar/peraturan-daerah-kota-
denpasar-nomor-3-tahun-2024 -tentang-
perubahan-atas-peraturan-daerah-
nomor-4-tahun-2023-tentang-anggaran-
pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-
angparan-2024

&




Pengisian eReport- Sarana Prasarana

PENGAYOMAN

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Aspek Sarana Prasarana * "
4

Aspek Pemanfaatan TIK

Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran ke m u d I an
lakukan
Memiliki Ruang Perpustakaan Hukum Bukti Dokumen: Link Video: pe n g iS I an

Pilin File  Tidak ada file yang dipilih

berdasarkan

Memiliki Ruang Kerja Bukti Dokumen: Link Video:

Pilih File  Tidak ada file yang dipilih C engan
Memiliki Ruang Informasi Hukum Bukti Dokumen: Link Video: pe n g e O I aan J D I H

Filih File  Tidak ada file yang dipilih . .
Setelah itu, klik
,

Komputer (Laptop/PC)

Scanner

Jaringan Internet

Server

Berikan dokumentasi Perpustakaan N
Hukum atau Ruang Layanan Informasi
Hukum dari berbagai sudut yang
dapat menjelaskan posisi dan tata
letak secara jelas

A update Data .




T Pengisian eReport- Sarana Prasarana

Isian Sarana Prasarana meliputi : Upload Dokumen :

A Memiliki ruang Perpustakaan A Foto ruangan perpustakaan, ruang
Hukum iInformasi dan ruang kerja

A Memiliki ruang kerja; A foto alat pengolah data

. . . A Jenis Dokumen PDF
A Memiliki ruang informasi
- A batasan ukuran dokumen unggah
ukum;

maksimal 2 MB
A Alat Pengelola Data :
(Komputer/Laptop, Scanner,

Jaringan Internet dan Server) JDIN
A&




Contoh bukti dokumen

PENGAYOMAN

| W’E’W

R e

o
e Ty

UGS BANTONGH
M"r‘ﬁum

Perpustakaan



Contoh bukti dokumen

PENGAYOMAN

=17 NICETO = T ’
1 \-ﬁuvxr\ =

@ IDIHN

lm gy

S ARAYENGERS M

~ -+
e = Ryt i

LAVSO\lz. |

Scanner

Printer
Scanner




Pengisian eReport- Pemanfaatan TIK

PENGAYOMAN

Aspek Organisasi Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Aspek Sarana Prasarana
Aspek Pemanfaatan TIK
Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran
WEbS|tE Jﬂ.l‘:tlf Belum ’ i | i | 6 7 4 1 1 1
4 ] \ T + ’ o
- = y 1
- | C T | +

B

Website JDIH sudah terintegrasi secara mandiri, URL API integrasi aktif, dan log sync terupdate. Belum Iaku kan peng|s|an

berdasarkan dengan
pengelolaan JDIH

Memuat Logo JDIHN di pojok kiri atas Website JDIH

Sudah
Setelah itu, klik
R«
Memiliki Fitur Advance Search Sucdah ¢ ‘
- o B ) + o ] 4
menyimpan.

Memiliki Kuesioner Survey Kepuasan Pengunjung terhadap pemanfaatan Website JDIH

Sudah
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Isian Pemanfaatan TIK meliputi : Upload Dokumen :

A Website aktif; A Screenshot website JDIH

A Sudah terintegrasi, URL AP A Screenshot API dan Log Sync
aktif dan Log Sync terupdate; A Screenshot logo, fitur advance

A Logo JDIHN search, IKM, hyperlink yang ada di

A Fitur Advance Search: website

A Survei Kepuasan Pengunjung; A Jenis Dokumen PDF

A batasan ukuran dokumen unggah

maksima l@ﬁ -

A Hyperlink ke jdihn.go.id
A hyperlink dari web utama ke
JDIH

-




' Pengisian eReport- Pemanfaatan TIK

Isian Pemanfaatan TIK meliputi : Upload Dokumen :
A Website JDIH dilengkapi dengan A Surat dari BSSN atau dari penyedia
sistem keamanan Pentest atau pentest
SS| - A Screenshot APK mobile dari playstor
A memiliki aplikasi berbasis atau Appstore
. A Foto KIOSK
mobile;

A Screenshot website JDIH sebelum dan

A Penggunaan Kios Informasi sesudah pengembangan

Elektronik; A Jenis Dokumen PDF
A Pengembangan aplikasi yang A batasan ukuran dokumen unggah
mendukung pemanfaatan JDIH maksimal 2 MB Jm}m‘
B g



il te aktif ContOh bUKtI dOkumen

¢« > C 2% bphnjdihngo.id B Q w & ) S, 0

website JDIH terintegrasi

Nama Anggota - Jenis Anggota Web JDIH Tanggal Integrasi

badan pembin ’

Search Jenis Anggot ’ |':--,1, rch Web JDIH ' |:. -h Tanggal l

Search Integrasi

: - Unit Eselon 1 :
Badan Pembinaan Hukum Nasional f O1Januari 18 Belum
Kemenkumham

Lembaga Non

Badan Pembinaan ldeologi Pancasila 22 September 20 Sudah
Struktural
JDIH dean Pembinaan Showing 1to 2 of 2 entries (filtered from 1,667 total entries) Previous ‘ 1 ‘ Next
Hukum Nasional ) ’
Dokumentasi dan Inf Hukum Nasional selanjutnya disebut adalah wadah DDI‘ Rt
Jaringan tasi dan informasi yang JOIHN 2 i p o s S 1oy
pendayagunaan bersama atas dokurmen hukum secara tertib terpadu, dan berkesinambungan, serta - -«)0‘2 Monografi <_ G & htt bphn'ld'hn'go"d"""? grasi/ophn_pusat.php
merupakan sarana perberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. O
» )03 Artikel 1 {
@0t pueusan 3 ridDsta™: "89191959"
kS ‘(d%'_’c'gurua ngan": ‘1959 ’
lanb;,a- _pengundangan null,
"jenis": iHSTRu‘KSI F‘QESID:H'
1 “no 9<"a'urnn o b
8 :\«Jb. : INSVRuKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN KOMANDO UNTUK GERAKAN SERENTAK PENAMBAH PRODUKSI BAHAN MAKANAN"
9 tatus": Berlaxu ’
1@ h;daﬂg—uv- : null,
11 "u"‘.[‘»m lcad®: null,
12 "urlDetailPeraturan™: “https://bphn.jdinn.go.id/dokumen/view?ig«§919"
13 ),
15 " =idpata": "89201960",
16 "tahun_pengundangan” “1960
17 ‘tangga pengundangan” : 1
18 jenis™: INSYRU(SI PQESIDEN"
19 "noPeraturan®: "1*
Nomor Tanggal v Sync Data API Keterangan 20 "judul”: "INSTRUKST PRESIDEN NOMOR 1 TAMUN 1960 TENTANG PEMBENTUKAN KOMANDO UNTUK GERAKAN SERENTAK PENAMBAHAN PRODUKST BAHAN MAKANAN",
1 “status": "Berlaku™
22 ‘b:daf.gﬂ.u-._m‘: null,
October 22. 23 :u"’.D:w” lcad™: null,

1 2024 11:41 AM Sukses Sync 362 https:/bphn jdihn.go.id/integrasi/fbphn_nonpuu_urgentphp  Sukses dengan 362 data. R 3 WL DN /RO AN 0 ) S Ve
“idData"™: "892119690"

"tahun 'eﬁ;urca"ea"": "1960",
"ta pengundangan”: null,

Sync sedang di proses,

30 INSTRUKSI PRESIDEN®,
October 22, . e o : silahkan melakukan ran”: 2", )
2 T 3 Proses Sync 0 hitps:/bphn.jdihngoe.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgentphp xgsrrlmsx TRESTDEN S0ER 3. THUN 1000 TENTANE SADMN PENBIEAL NOPENS
2024 1013 AM pengecekan berkala pada B K
Al ad”: null,
akun JDIHN “urlDetailPeraturan™: “https://bphn.jdinhn.go.id/cokumen/view?ia=8921"
October1,2024 _ , . . . i 39 “idData": "89221960",
3 113 BM Sukses Sync 345 https:/bphn.jdihngo.idfintegrasi/fophn_nonpuu_urgentphp  Sukses dengan 345 data. 42 “tahun_pengundangan” a%e
. anggal_pengundang n""
~jenten: “FINSTRUKST PRESTDEN?,
"noPeraturan”: "3%,
 —_—_— A g di prose A "Judul®: "INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1968 TENTANG PENDIRIAN KOPERASI™,
2yNc secang al pr 1S, 45 "status”: "Berlaku®,
2 S 7 as “bida um™: null,
October1,2024 : ; y o o > silahkan melakukan 4 i ,ju
- NE7 AM Proses Sync 0 https:/bphn.jdihnge.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgent.php Bengerakan barkala pad "urlDetailPeraturan”: "https://bphn.jdihn.go.id/dokumen/view?id=8922"
-5 engecekan berkala pada ;

akun JDIHN “idData": "89231968",

"tahun_pengundangan”: "1968"
pengundangan”: null,
INSTRUKSI PRESIDEN".

F September 3, g " ¢ p : -
S D0 : Sukses Sync 10000 https:/bphn.jdihn.ge.id/integrasi/fbphn_nonpuu_urgentphp  Sukses dengan 10000 data.
2024 6:13 PM API aktif
Sync sedang di proses,
6 .Scptemt;er 3 Proses Sync 0 https://bphn.jdihngoe.id/integrasi/bphn_nonpuu_urgent.php Siahlkan: maakilen httpS://bphn-]dlhn -90- |d/|ntegra3|/bph n_pusat-php

2024 10:52 AM pengecekan berkala pada

Log Sync terupdate

https:/le -report.jdihn.go.id/
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c G Home  TentangKami  Jenis Dokumen  Berita  Link Terkait . Pencarian
PERATURAMN PERUMDANG-UNDANGAN
2024
Filih Jenis Dokumen
LogO JDIHN Hubungi Kami Tautan Nomor Peraturan
& Q4 * + O & O 2024
JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional  Portal Kemenkuham R.I. B Tahun Terbit
Home Tentang Kami Jenis Dokumen Berita Link Terkait Gedung JDIHN Portal BPHN
Portal JDIHN
Badan Pembinaan Hukum Nasional Pilin Status
JI. Mayjend Soetoyo No. 10, Cililitan- 2024 o be
Jakarta Timur
(021) 8091908
Indeks Kepuasan B
pih@jdihn.go.id / pih.pusdok@gmail.com 2024
Masyarakat - |
Cari
Mohon mengisi survey Indeks Kepuasan hyperlink ke JDIHN.GO.ID

Masyarakat (IKM) sebagai masukan
untuk penyajian website yang lebih baik.

Fitur Advance Search

SILAKAN PARTISIPASI SURVEY KAMI

IKM

https://ereport.jdihn.go.id/
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Contoh bukti dokumen

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

bphngoid a3 Jalan Harsono R.M. Nomor 70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
; Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104
/jﬁ‘ Eﬁ%ﬁ'f,’ﬁk‘sﬁgﬁ:{‘ TENTANG BPHN INFORMAS! PUBLIK PUBLIKASI PENGADUAN INFORMASI LAYANAN REFORMASI BIROKRAS! 3 Website : h!gns://bssn.go.id, E-mail : humas(a bssn.go.id
Nomor Jakarta, 11 Juli 2024
Sifat Biasa
4 N i VT N ~ B Klasifikasi Biasa
Lampiran 1 (satu) Berkas
Q @ A Hal . Penyampaian Laporan IT Security Assessment
Tahun Anggaran 2023
JDIHN.GO.ID PERENCAANN psmﬁim PARTISIPASIKU! AN SO
HUKUM GRATIS
N S g\ J . J
Yth. Bagian/Divisi/Unit Sistem/Teknologi/Keamanan Informasi
e S A N\ 7 N - N Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
<o)} A5 € d-
o @ \\J) @ Tempat
JABATAN E j
DERPJU%I?A‘;(AAN FU';(;S:S;‘AL EVADATA E~MASDASKUM RECHYS\IE%E::D}AAGI‘-/ARYIKEL BPHN TV
SR N\ g 9 J ' J 1. Dasar:

a. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
b. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara;
c. Surat Plh. Sekretaris Jenderal Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Nomor
- S~ perihal Permohonan IT Security Assesment
(ITSA); dan
d. Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara nomor tanggal
tentang pelaksanaan kegiatan IT Security Assessment di Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Merujuk dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan hasil IT Security Assessment dan
ILDIS pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana terlampir.
Diharapkan agar celah keamanan yang ditemukan pada aplikasi tersebut dapat diperbaiki
sebelum dioperasionalkan sesuai rekomendasi yang diberikan.

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

PPID

Hyperlink dari web utama ke JDIH

-

a.n. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi
u.b.

contoh surat dari BSSN (Pantest BSSN)

14.59

c))

1501 @@ o -

- :

al Q@ N TS 48%a

< Cari

JDIH Mahkamah
Agung RI

Mahkamah Agung Republik In...

JDIH MA

Mahkamah Agung Republik Indonesia

0

5.0% ] 1Kq
472 reviews © 16 MB Rated for 3+ © Downlc
50 4+ (= T
L 6. 0.6 & ¢ Tahun Buku Mahkan
.., Pencorien su. [ S——
JDIH

MAHKAMAH AGUNG RI

9

About this app

Legal Documentation and Information Network (JDIH) of the
Supreme Court of the Republic of Indonesia

Selong Books & Reference

Data safety >

Safety starts with understanding how developers collect and
share your data. Data privacy and security practices may vary
based on your use, region and age. The developer provided
this information and may update it over time.

(=]
- 88 Q o al
Games Apps Search Offers Books
ni.  Gam A\pp rcade Cari

APK Mobile

Link Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jdih.mobile
Link App store https://apps.apple.com/id/app/jdihrmahkamahagung ri/id6523424925?|=id
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& bphnjdihngo.id

(29 HOME TENTANGKAMI . JENISDOKUMEN . BERITA IKM  LAYANAN PERPUSTAKAAN

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

i - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

sebelum

L—— pengembangan
KEMENSOS

N Pencarian Populer | Perundang-Undangan Monografi Hukum
hr b A

TR L A B YT Y W

Pencarian Lanjut

o

25 bphnjdihn.go.id

@\ JOIHN
7

JDIH Badan Pembinaan enSZiJs:: -
Hukum Nasional peng g

’\ 01 Peraturan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah

pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib terpadu, dan berkesinambungan, serta so-) )2 Monografi
merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
4 m (3 Artikel

Watch Video | Cw.'; Putusan

Kios Informasi Elektronik

https://e - report.jdihn.go.id/ ' ®
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PENGAYOMAN
3 Aspek Sumber Daya Manusia Aspek Koleksi Dokumen Hukum Aspek Teknis Pengelolaan Aspek Sarana Prasarana Layout: Tab Atas

Aspek Urganisasi

Aspek Pemanfaatan TIK Layout: Tab Samping

Pengembangan JDIH Permasalahan dan Kendala Saran
I 4
6 e

N\ T +

AN + -
Sosialisasi JDIHN Melalui Media Massa dan Media Sosial rdda Bukti Dokumen: ‘ J D I H ke m u d I an
Pilih File  Tidak ada file yang dipilih
lakukan pengisian

Statistik Pengunjung Bukti Dokumen:

Tidak
Pilih File  Tidak ada file yang dipilin berdasarkan
dengan
Statistik Dokumen Bukti Dokumen:

Ada
Pilih File  Tidak ada file yang dipilih pengelolaan JDIH.
Untuk bagian pelaksanaan kegiatan, harap Klik +Tambah pada

melampirkan bukti berupa Undangan rapat, maS|ng - maS|ng
Tambah Data Kegiatan/Bimtek . .
-_— dokumentasi, daftar absensi, notulen T

File Bukti . .
itu, klik tombol
No Nama i{cgiqtﬂn Tanggal Tempat T'|r'|g|-mt Peserta Dokumentasi Absensi surat Undangan Notula
= b) 1 1
6 \\
- J o \ o
Tidak ada data
.\
+ Tambah Data Study Banding/Study Tiru
~
No Nama Kegiatan Tanggal Tempat Tingkat Peserta File Bukti

Tidak ada data
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Upload Dokumen
A Screenshot Medsos

Isian Pengembangan JDIH meliputi :
A Sosialisasi melalui media

massa/medsos A Screenshot statistik pengunjung
A Statistik pengunjung dan statistik dokumen
A Statistik dokumen A dokumentasi kegiatan, absensi,

surat undangan dan notulen

A Jenis Dokumen PDF

A batasan ukuran dokumen unggah
maksimal 2 MB

_ I

A Melaksanakan kegiatan
Pengolahan JDIH di Tahun
Penilaian

A Study banding/koordinasi
dalam tahun penilaian

A Inovasi JDIH




Contoh bukti dokumen

Sosialisasi melalui media massa online Sosialisasi melalui media massa

(videotron)

Link Berita https://www.hukumonline.com/berita/a/kemenkumhaieri-
penghargaanl5kota-dan-kabupatenrpengelolajdinn-terbaik-1t66¢c7b090c41ad/

Medsos

https://e - report.jdihn.go.id/



